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Best practice 

Kerjasama dengan Dinas 
Kesehatan 

Kerjasama dengan Dinas 
Kehutanan 



 serangkaian perilaku yang diharapkan pada 
seseorang sesuai dengan posisi sosial yang 
diberikan baik secara formal maupun secara 
informal   



 Suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk 
memberikan bantuan yang berupa tuntunan 
dan pengarahan untuk menyelesaikan 
masalah yang bersifat teknis  



 Penyamaan persepsi dan langkah gerak 
dalam melaksanakan pembinaan teknis 
sehingga sekolah dapat melaksanakan MBS 
dengan baik sesuai yang direncanakan 

 Penyegaran dan penggiatan kembali 
penerapan MBS di satuan pendidikan SD 

 

 

 



 Memperkuat kapasitas dan koordinasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota dalam hal 
perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi kegiatan yang 
mendukung program MBS 



 Meningkatkan kapasitas pemerintah dan 
stakeholders di tingkat provinsi, 
kabupaten/kota, LPMP, LPTK, dan sekolah 
sasaran program MBS agar peningkatan mutu 
pembelajaran yang berpusat pada peserta 
didik dapat mandiri dan berkelanjutan, 

 



 Memanfaatkan kerangka kerja untuk 
membina dan mengembangkan MBS secara 
menyeluruh dan berkelanjutan di sekolah 
dasar 

 

 Meningkatkan pelaksanaan MBS di tingkat 
sekolah dengan baik dan benar sehingga 
dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan 
pendidikan dan pembelajaran 



 BUKU 1 HALAMAN 50 



1. Perencanaan program; Visi sekolah, Misi 
sekolah, Tujuan, RKS 

2. Pelaksanaan rencana kerja 

 Pedoman sekolah (KTSP, kalender 
akademik/sekolah, struktur organisasi 
sekolah, pembagian tugas guru dan 
tenaga pendidikan, peraturan akademik, 
tata tertib sekolah, kode etik sekolah, 
baya operasional sekolah) 

 



 Struktur organisasi sekolah 

 Pelaksanaan kegiatan sekolah 

 Bidang kesiswaan 

 Bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran 

 Bidang pendidik dan tenaga kependidikan 

 Bidang sarana prasarana 

 Bidang keuangan dan pembiayaan 

 Bidang budaya dan lingkungan sekolah 

 Bidang PSM 

3. Pengawasan dan evaluasi 

 Program pengawasan 

 Evaluasi diri 

 



Pusat - PSD Provinsi Kab/ Kota Gugus-sekolah 

In-1 

In-2 

On- In-1 

On In-1 

In-2 In-2 on 

In-2 



4. Kepemimpinan sekolah 

5. Sistem informasi manajemen 

 

 



A. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Bimtek 
MBS 

Bimtek dilaksanakan dengan 
menggunakan prinsip-prinsip seperti:  

• prinsip berjenjang, 

• prinsip berkelanjutan,  

• prinsip  komprehensif ,  

• prinsip  implementatif, dan  

• prinsip koordinatif. 

 





 Dilakukan oleh pemerintah pusat, 
provinsi, kabupaten/kota, UPTD/  

  KCD melalui berbagai teknik atau 
pendekatan 

 Tujuan untuk memberikan  

   pemahaman konsep dan  

   implementasi MBS  

 Teknik:  antara lain lokakarya  
dengan pendekatan konstruktivistik 



Peserta Bimtek pada tingkat pusat:  

 pemangku kepentingan 

 Tim pembina tingkat provinsi 

 



Peserta Bimtek pada tingkat provinsi:  

 pemangku kepentingan 

 Tim pengembang tingkat 
kabupaten 

 



Peserta Bimtek pada tingkat 
kabupaten :  

 pemangku kepentingan 

 Tim pelaksana tingkat 
gugus/sekola tingkat 

 



Sasaran bimbingan teknis MBS secara 
kelembagaan adalah Dinas Pendidikan 
Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 
UPTD/KCD Pendidikan Kecamatan, dan 
sekolah dasar baik negeri maupun swasta di 
seluruh Indonesia. 



 Program ini dilaksanakan secara bertahap  

  sesuai dengan kemampuan dan kondisi 
daerah masing-masing dengan mengacu 
kepada rencana pembangunan daerah. 

 Bimtek MBS disusun dalam suatu grand 
design pembangunan pendidikan pada 
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 
yang bersangkutan, diatur dalam 
peraturan daerah dan dianggarkan dalam 
APBD Provinsi dan atau  Kab/Kota.  

 



1. Tim Pembina MBS Pusat, unsurnya terdiri 
: 
a. Direktorat Pembinaan SD, Ditjen Pendidikan Dasar 

b. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan, Ditjen Pendidikan Dasar 

c. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbangdikbud  

d. Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebagai 
pengembang MBS 

e. Pusat Pengembangan Pelatihan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan/Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan 

f. Tim Pembina /Fasilitator MBS Provinsi  

g. Lembaga kemitraan/donor 

 

 

 



2. Tim Pembina MBS Provinsi,  

 

unsur tim pembina MBS Provinsi: 

a. Unsur Bidang Pendidikan 
Dasar, Dinas Pendidikan 
Provinsi 

b. Praktisi Pendidikan Sekolah 
Dasar 

c. Dosen Perguruan Tinggi 

d. Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan  

e. Tim Pengembang MBS 
Kabupaten/kota terbaik 

 



3. Tim Pengembang MBS 
Kabupaten/Kota 

 

a. Tim Pengembang MBS 
Kabupaten/Kota terdiri dari 
unsur-unsur berikut. 

b. Kabid yang menangani sekolah 
dasar  

c. Kasi Kurikulum,  

d. Pengawas,  

e. Kepala Sekolah (Ketua KKKS),  

f. Guru. 

 

 

 



 

 

Pusat  

Provinsi 

Kab/Kota 

Gugus/SD 

 
 

BER 
JEN 

JANG 



Tim Pembina Pusat 

Tim Pembina Provinsi 

Tim Pengembang Kab/Kota 

Tim Pelaksana di Gugus dan SD 



Terdiri atas:  
 Birokrat (pejabat/staf),  

 Akademisi (dosen PT),  

 Tenaga fungsional/praktisi (guru , kepala 
sekolah, dan pengawas).  

Sebelum melakukan pembinaan  diberi 
pembekalan 

Kriteria: pengalaman, pendidikan, kriteria 
lain oleh Direktur (Dit.PSD) 
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